SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

[a—y

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentane Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mejadi
Undang-undang, Kepala Dacrah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan
yang telah diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat

6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran  berakhir |

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Mukomuko  Tahun Anggaran 2008 ;

_____

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1925 Tentang Pajak- Bumi dan
Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor
3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

<. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Repuhlil; Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688 31

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
( Lembaran Negara Republik Indonesia ) Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Scluma dan Kabupaten Kaur di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangen Nesarn

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

8. Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang’ Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Talwun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan (lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

44444

Republik Indonesia Nomor 4389 ¥;

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4421) ;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah  menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):

[,
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i3. -ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan

14.

15.

16.

18.

19.
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21.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat ;
( Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4] ,» Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4090 );
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Tahun 2005 Nomor

2EUOIGIL

94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan

Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara
A

N

Republik Indonesia Nomor 4502 ¥

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

0 Pemerintah Nomor 54 T ahun 2005 Tentang Pinjaman
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2005 Nomor -~ - -

136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang  Sistem
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta n 2005 *ntang Pengelolaan

keuangan Daerah (Lembaran Negara R epublik Indonesig Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahyp 2005 Nomor 15 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones;a Nomor 4585);

Keuangan dan Kinerja Instaps; Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 14);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor (2 Tahun 20pg
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2008
lentang Anggaran Pendapatan dap Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008

Anggaran 2008 :

31. Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2008;

dan
BUPATI M UKOMUKOQO
MEMUTUSKAN 2
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TENTANG PERTAN GGUNGIAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2008
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Pasal 1

(1). Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2). Laporan Keuangan sebagaiihana dimaksud Pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Dacrah / Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 348.435.177.823,-

b. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 369.560.696.730.-
Defisit Rp(21.125.518.907,-),
¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp  93.145.696.907.-
- Pengeluaran Rp. 72.020.178.000.-
Surplus Rp. 21.125.518.907,-
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan  sejumlah
Rp. 14.965.534.263.49,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 348.435.177.823.00,-

b. Realisasi Rp. 333.464.564.722.56 -

Selisih lebih Rp. 14.970.613.100.44,-

(2). Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

p.78.469.561.889,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp.369.560.696.730,-
b. Realisasi Rp.291.765.067.966 -
Selisih Lebih Rp. 77.795.628.764,-

(3). Selisih  Anggaran dengan  Realisasi Surplus  sejumlah
Rp. 21.252.989.812,- dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 2
a. Defisit Anggaran Rp. (21.125.518.907,)
b. Realisasi Surplus Anggaran Rp. 41.699.496.756.-
Selisih Kurang Rp.(21.083.819.150)
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(5). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

sejumlah Rp.17.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 72.020.178.000,-

b. Realisasi Rp. 54.520.178.000.-

Selisih iebih - Rp. 17.500.000.000,-
(6). Selisih Defisit Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto

sejumlah Rp. 20.997.802.442.50.- dengan rincian sebagai

berikut :

a. Surplus Anggaran Rp. 41.699.496.756.56.,-

setelah perubahan
b. RealisasiPembiayaan Neto Rp.(20.701.694.314).-
Selisih lebih Pembiayaan Anggaran (STLPA)

Rp.20.997.802.442.56)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31
Desember tahun 2008 sebagai berikut :

a. IIi‘l‘\"\‘ﬂ“\ A caot

o uiliicii LAaSout RP614.886.657.339-67,‘
b. Jumlah Kewajiban Rp. 95.390.864.681.67,-
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.519.802.958.685.11,-

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2006 Sebagai
berikut :

a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2008 Rp.  33.144.550.561.00,-
b. Arus kas Netto dari aktivitas Operasi Rp. 133.983.669.103.56,-
c. Arus Kas Netto dari Aktivitas investasi Rp. (92.625.065.498.00),-
d. Arus Kas Netto dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (53.846.244.875.00),-
e. Arus kas Netto dari Aktivitas non Anggaran Rp. 38.971.420.00,-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2008 Rp.  20.655.880.711.56,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf
d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif

mantimiin brinlitass £ ot

maupun guaiiatii atas pos-pos Ad})\)l(ul hCUdIIgdﬂ
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Pasal 7

Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal
1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran |

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran 1.11

b. lampiran 11

¢. Lampiran I

d. lampiran IV

: Laporan Realisasi Anggaran

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah
Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan.

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Program dan Kegiatan.

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara

: Daftar Piutang Uaerah
: Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah

. Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan aset tetap Daerah

- Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya

. Daftar Kegiatan- Kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir Tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya

: Daftar Dana Cadangan Daerah

: Daftar Pinjaman Daerah

: Neraca

« F Laporan ¢ Arus Ko

: Catatan Atas Laporan Keuangan
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Pasal 8§ y

Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
ayat (2) terdiri dari - S

. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran v Peraturan Daerah inj.
. Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah tercantum dalam lampiran V] Peraturan daerah inj.

Pasal 9

Bupati Mukomuko menetapkan Perdturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah inj Berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penepatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan dj : Mukomuko
Pada Tanggal - 3 Agustug ~ 2009






